
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR (O TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1I1 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOI,AAN BEL,ANJA ALOKASI

DANA DESA DAN DANA DESA BAGI PEMERTNTAH DESA

DAI,AM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis pengelolaaa Belanja Alokasi Dana
Desa dan Dana Desa bagi pemerintah Desa dalam
Kabupaten Musi Rawas tclah ditctapkan dengaJr Feraturan
Bupati Nomor 111 Tahun 2Ol9 tentang petunjuk Teknis
PengeloLaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa
bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahwt 2O2O
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebiiakarr
Keuangan Negala dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Coronc Virus Disease-2llg (COVID-
19) dan/atau datam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomial Nasional dan/atau
Stabilitas Sistcm Keuangar menjadi Undang-Undang,
penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan
langsung tunai kepada penduduk miskia di Desa, dan
berdasarka.n Peraturan Menteri Desa, pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 tentang Prioritas Penggunaal Dana Desa Tahun
2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Ttansmigrasi
Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Desa, Pcmbangunan Dacrah Tcrtinggal,
dan Ttansmigrasi Nomor 1 I Tahun 2019 tentang prioritas
Penggunaan Dana Desa Talrun 2O2O, belum terdapat
tambahan besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga
Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 perlu diadalar
perubahan;
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Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan

Bupati tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Nomor
111 Tahun 2019 Petunjuk Teknis pengelolaan Belanja
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bagi pemerintah Desa
dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O2O.

Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera
Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan 1€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O7 Nomor 66, Tambahan IJmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentarg
Kementeriar Negara (Lembaran Negara Republik Indoneaia
Tahun 2OO8 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undalg Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

7, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s49s);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang penetapan

PeratuEn Pemerintah Pengganti Undang-Undarg Nomor I
Tahun 2020 tentang Kebiiakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease-2Ol9 (COVID- 19) dan/atau dalam
rargka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomiaa Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (t€mbarar Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2.

3.

4.

5.
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimara telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan

Pemerinta_h Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan

Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentarg
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan

dan Belanja Negara (kmbararl Negar.a Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembarar Negara
Republik Indonesia Nomor S5S8) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol5 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 13);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
BeLarja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O20 Nomor 94);



Menetapkan :
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10. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal,
dan tansmigrasi Nomor ll Tahun 2O19 tentang kioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2O (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor lol2) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
7 Tahun 2O2O tentang perubahan Kedua Atas peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daera}l Tertinggal, dan
Ttansmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Lembaran Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 632);

11. Feraturan Daerah Nomor 1l Tahun 2016 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Femngkat Desa
(Iembaran Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2016 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daemh Tahun Anggaran 2O2O

(L,embaran Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2O19 Nomor 1O);

13. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaral Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 9S);

14. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2O2O 13rltfrrrg

Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa

dan Dana Desa bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2O2O (L€mbaran Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O2O Nomor 11 1).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAI{AN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 11I TAHUN 2019 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA AI.OKASI DANA

DESA DAN DANA DESA BAGI PEMERINTAH DESA DAI,AM

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor l1l
Tahun 2O19 tentang Petunjuk Teknis pengelolaan Belanja
Alokasi Dana Desa darr Dana Desa bagi pemerintah Desa
dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2O2O (Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomor 111 Tahun 2019 diubah,
sehinega berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga pasal I berbunyi
sebagai berikut :

Pasal I

Dalam Pcratuian Bupati ini, yang dimaksud dengan:

l. Kabupaten adaLah Kabupaten Musi Rawas.

2- Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten
Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Kecamatan adalah bagian dari Daerah Kabupaten Musi
Rawas wilayah keda Camat sebagai perangkat Daerah
Kabupaten dipimpin Camat.

5. Desa ada.lah Desa dan Desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan trrmerintahan, kepentingan nasyarakat
setemf,at bedasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

6. Alokasi Dana Desa, selanlutnya disingkat ADD adalah
dana perimbangar yang diterima Kabupaten/Kota
dalam Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi
Khusus.
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7. Data Desa adalah Dana yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dipenntukka!
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatal

dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan
untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyaralatan, dan pemberdayaan masyarakaL

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaial peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dart
penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
faldor alam dal/atau faltor non alam maupun faktor
manusia sehingga menga}ibatkal timbulnya korbarr
jiwa manusia, kerusal<an lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis.

9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau seraagkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam alltara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah longsor.

1O. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau rEngkaian peristiwa non alam yang

antara lain berupa gagal teknotogi, gagal modemisasi,

epidemi, dan wabah penyakit.

11. Pandemi Co'ona Vtrus Disea.se-2}Lg (COVID-19)

adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus
D'tseas*2ol9 (COVID- 19) yang terjadi secara global

diseluruh dunia.

12. Kewenargan berdasarkan hak asal usul adalal hak
yang merupakan warisan 3rang masih hidup dan
prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Deaa sesuai

dengan perkembangan kehidupan masyaral<at.

13. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenalgan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yartg telah dljalankan oleh Desa atau mampu dan
efektif dijalalkan oleh Desa atau yang muncul kanena
perkembangan Desa dan prakasa masyaralat Desa.
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14. Musya$'arah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan permusyawaratan Desa
untuk menyepakati ha.l yarlg bersifat strategis.

15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat pD adalah
organisasi/lembaga pada pemerintaharl Daerah yang
bertanggung jawab terhadap pelalcsanaan tugas bidang
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

17. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam aistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya

kesej ahteraan masyarakat Desa.

19. Pemberdayaar Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilaa, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan

kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang

selanjutnya disingkat RPJM Desa, ada.lah dokumen
perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.

21. Rencana Keta Pemerintah Desa, ya.Ilg selanjutnya
disebut RKP Desa, adatah dokumen perencanaan Deaa

untuk periode I (satu) tahun.

22. A,]gfjaralf Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintalal Desa.

PAnAF KOCFSINASI
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23. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dar.i pada
pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana
Desa.

24. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan
karalteristik geogralis, sosiologis, antropologis,
ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan

atau perkembsngan darr kemajuan Desa.

25. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki
kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan
ketahanaa ekonomi, dan ketahanan ekologi secara
berkelanjutaa.

26. Desa Mqiu adalah Desa yang memiliki potensi sumber
daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan
mengelolanya untuk peningLatar kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan
menanggulangi kemiskinan.

27. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa

Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial,

ekonomi, da.Ir ekologi tet.Fi belum mengelolanya secara

optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa, kualitas hidup manusia dal menalggularrgi
kemiskinal.

28. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi

sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum,
atau kurang mengelolaaya da_lam upaya peningkatar
kesejahteraan masyankat Desa, kualitas hidup
manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai
bentuknya.
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29. Desa Sangat Tertinegal adalah Desa yang menga.lami
kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan

ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak
berkemampruan mengelola potensi sumber daya sosial,
ekonomi, dan ekologi, serta mengalAmi kemiskinan
dalam berbagai bentuknya.

30. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan
perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat
dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan
pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau
diwilayah antar Desa yang dikelola melalui kerja sama

antar Desa.

31. Bantuan Langsung Ttrnai Dana Desa yang selanjutnya
disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk
penduduk miskin ya-ng bersumber dari Dana Desa.

32. Padat Karya Ttrnai Desa yang selanjutnya disingkat
PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyar.akat

Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang

bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan

sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk
memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai

upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

33.Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat
IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks
Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan
Indeks Ketaharan Ekologi Desa.

2. Ketentuan PaBaI lO ayat (1) diubah sehingga pasal 10

berbunyi sebagai berikut:

pasal 10

(1) Kegiatan pelayanan sosial das€r sebagaimala
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
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a.pengadaan, pembangunan, pengembangan, scrta
pcmeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk
pcmenuhankebutuhan:

f ) [ngkungan pemukiman;

2) tramportasi;

3) energi;

4l informasi dan komunikasi; dan
5l sosial.

b.pengadaan, pembangunan, pcngembangsn, serta
pemeliharaan sarana dan prasarana

sosial dasar untuk pemenuhan, pcmulihan scrta
peningkatan kualitas:

1) ke3chaten dan gizi naeyarakaq dan

2) pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pengembangan, serta
pemeliharaan saxana dan prasarana ekonomi
rrtasltarFkqt Desa meliputi:
1) usaha budidaya pertanian (ot fun/otr fum)

dan/atau perikansn untuk ketahanan pangan;

2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan,
dan pcngolahan pasca panen; dan;

3) usaha ckonomi budidaya p€rtanian{on fann/ofr
/arm) dan/atau perikanan berskala produktif
meliputi aspek produksi, distribusi darr
pemasaran yang difokuskan pada panbenhrtan
dan pengembangan produk rmggulan Desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdeeaan.

d.pcngadaan, pembangunan, pengembaraan, scrta
pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan

alam unh.rk:

1) kesiapsiagaqn menghadapi bencana alam dan non
alam;

2) pcnanganan bencana alam dan non ala.rn; &n
3) pelestarian lingkungan hidup.

PrR^l {g)RDll{As
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e. pengadaan, pembangunzrn,

pemeliharaan sarana dan
sosial untuk;

1) konllik sosial; dan

2) bencana sosial.

pengembangan, serta
prasarana lingkungan

(2)Pengadaan, pembangunan, pengernba-ngan, dan
pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya
sebagairnana dima_ksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan kewenangan Desa dan dipuhrskan
melalui Musyawarah Desa.

3. liantara Pasal lO dan pasal 1l disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 1OA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Bencana non alam sebagailnana diuaksud datan
Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang

terjadi sebagai alibat kejadian luar biasa seperti
penyebaran penyakit yang mengErncam dan/atau
menimpa warga masyarakat secara luas atau skala
besar, paling sedikit berupa:

a. pandemi Corona Virus Disease-2o19 (COVID-L9I;

b. pandemi flu burung;

c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
d. penyakit menular Lainnya.

(2) Penanganan dampak pandemi COVID-lg sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa

kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengaa

ketentuar peraturan perundang-undangan.

(3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang menerima BLT-Dana Desa merupakajr keluarga
yang kehilangaa mata pencaharian atau pekerjaan,

belum terdata menerima Program Keluarga Harapan
(PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu
pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga
yang rentan sakit menahun/kronis.
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(4) Dalam hal ditcmuksn keluarga miskin scbageimana
rlirneksud pada ayat (3) tidak masuk dalan data
terpadu kesejahteraan soBial, tctap menerima BLT
Dana Desa.

(5) Data penerima BLT Dane Desa sebagaimana
dirnaksud pada ayat (al dicatat dalam pemutakhiran
data terpadu kesejahteraan social sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Mekanisme BLT-Dena Desa sebagaimana

di"nrLsud pada ayat (2) tcrcantum dalam Lampiran tr
yang merupnl<an bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditamb8hkan I (satu)

ayat, sehingga Pasal 36 berbunyi ecbagai berikut:

Pasal 36

(1) ADD digunakan untuk Pcrrghasilan tetap l(cpafa Dcaa

dan Ferangkat Desa serta penyelengaraan

Femcrintahan Desa, dan pembinaan kemasyarakatan
Desa diangarkan dalam APtsDes yang bersumber dari
ADD.

a. Fenggunaan ADD s€ba8aimana ditnalcrud pada ayat
(l) adclah sebagai berikut :

f. Bidang penyelenggaraan pcmerintahan desa:

1) penghasilan tetap (SILTAD setiap bulan
sebagai berikut:

a. Kepala Desa Bebesar Rp. 2.5OO.OOO,- per

bulan (selama 12 bulan);

b. Sekctaris Dcsa (Non pNS) sebesar Rp.

2.225.0OO,- per bulan (setama 12 bufan);

c. Kepala Seksi Rp. 2.O25.OOO,- per butan
(selarna 12 bulan);

d. IGpaIa Uruaan sebesar Rp. 2.O2S.OOO,- pcr

bulan (selama f 2 bulan);

PARAT TOODDASI
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e. tGpala Dusun sebesar Rp. 2.02S.0OO,- per
bulan {selaEa 12 bulad;

untuk Sekretaris Desa pNS, gaji ecsuai
Pangkat/Gol yang ditetapkan pcraturan

Pemerintsh.

Tunjangan kehormatan BpD sctiap bulan
scbagai berikut:

a. I<etua BPD sebesar Rp. 1.629.000,- per
bulan (selama f2 bulan);

b.llrakil Ketua BPD scbesar Rp. 1.352.O0O,-

per blran (selama 12 bulan);

c. Sekr€taris BPD sebesar Rp. 1.190.00O,- per
bulan (sclama f 2 bulan);

d. Kctua Bidang Femerintahan Desa dan
Fembinaan Masyare&at Desa eebesar Rp.

1.125.0OO,- per bulan (selalla 12 bulan);
e. Ictua Bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar

Rp. 1.125.000,- per bulan (sclama f2
bulan);

f. Anggota BPD sebesar Rp. 1.O8S.OOO,-

hanya diaagga*an untuk setiap DeBa yang

mcmi$ki jumlah ang8ota BPD sebqnyak z
atau 9 orans pcr bulan (sclama f2 bulan);

tunjangan jabatan lGpela Desa dan
perangkat desa:

a. IGpala Desa Rp. 1.OOO.OOO,- pcr bufan
(selama 11 bulan);

b. Seknetaris Desa Rp. 18O.OOO,- per bulan
(sclama l1 hrlan);

c. Kepala Seksi Rp. I8O.OOO,- per bulan
(selama ll butan);

d. Icpala Uruesn Rp. 18O.OOO,- per bulan
(selarn f f bubn);
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e. Kepala Dusun Rp. lgO.0OO,_ per bulan
(selama lf bulan);

4) Tunjangan beban kerja setiap bulan penjabat

Kades sebesar Rp. 1.5OO.OOO,-

5) BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan
Kematian dan Kecelakaan Kerja sebesar Rp.
gO.OOO/selarna 6 bulan dianggarkan untuk
Aparatur Pemerintah Desa, Staf Keuangan
dan Staf BPD;

6) Gaji staf Keuangan Rp. 8O0.OOO,- per bulan
(selama 12 bulan);

7) Gaji staf BPD Rp. 800.OOO,- per bulan (seLama

12 bulan);

8) caji penjaga kantor desa Rp. 3OO.OO0,- per

bulaa (selama 1l bul,an);

9) Operator Siskeudes Rp. 300.Oo0,-/bulan
(selama ll bulan);

10) caji pengelola aset desa Rp. 3OO.0OO,- per
bulan (selama 6 bulan);

11) honor PKPKD/Kepala Desa sebagai

penanggturg jawab sebesar Rp. 5OO.0OO,-

/bular (selama 7 bulan);

12) honor TPK dengan rinciar sebagai berikut;

a. Ketua (I(aur/I(asi) kecrrsli Kaur Keuangan

Rp. 2oo.O00,-/bulan (selarna 6 bulan);

b. Sekretaris (kelembagaan) sebesar Rp.

150.0OO,- /bulan (selama 6 bulan);

c. Anggota (kelembagaan) sebesar Rp.

120.OOO,- /bu.lan (selarn 6 bulan);
Biaya operasional bidang Pemerintahan Desa da!
bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang tidak
diakomodir melalui ADD-Perubahan Talun Anggaran
2O2O, dianggarkan melalui dana Bagi Hasil pajal( (BHp)

Talrun Anggaran 2O2O, da\ /ata'u Pendapatan Asli Desa
(PAD), dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja jasa honorarium pembaltu tugas umum
desa/ Operator, sebagai berikut ;



a. Pengelola aset desa @ Rp. 30o.O00,-per bulan
selama 5 bular (terhitung dari bulan Juli s.d

November);

b. Pengelola Perpustalaan @ Rp. SOO.OOO,-per

bulan selama 7 bulan (terhitung dari bulan
Januari s.d Juli);

Operasional sekretariat desa, dengan rincian sebagai

berikut :

a. Alat tulis kantor (ATK) @ Rp. 1.200.0OO,-

b. Air, listrik dan telepon @ Rp. 5OO.OOO,-

c. Pefalanaa dinas @ Rp. 1.S0O.O00,-

d. Makan dan minum rapat @ Rp. 1.8OO.OOO,-

e. Publikasi Media Massa @ Rp. 1.50O.OOO,-

Penyediaan Operasional BPD dengan rincian sebagai

berikut :

a. Alat tulis kantor (ATK) @ Rp. 7S0.OOO,-

b. Perjalanan dinas @ Rp. 1.OOO.O0O,-

c. Uang sidang BPD dan anggotanya sebesar @

Rp. 1.000.ooo,-

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:

b. Gaji Linmas Desa @ Rp. 15O.OOO per bulan
untuk 12 orang (terhitung dari bulan Juli s.d

Desember);

c. Gaji marbot @ Rp. 5OO.O0O per bulan/orang
(terhitung dari bulan Juli s.d Desember);

d. Pembinaaa;

- Bimbingan dan Konseling penataan desa @
Rp.3.500.o00,-

5, Beberapa ketentuan dalam l^ampiran I daJl l^ampiran II
Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Desa dan
Dana Desa Bagi Pemerintah Desa Dalam Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2O2O diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II
Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

Pcraturan Bupati ini mulai bcdaku pada tangal diun
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannjra
dalam Berita Daerah Ihbupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

FErdatsJJLstE.la? qP bar 2O2O

Diundangkan di Muara Bcliti
padatanggal Lo t4Pl/'/!vu' 2O2O

SEKRETARIS DAERAH

KABI,'PATEN MUSI RAIIIAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABI'PATEN MUSI RAtr'AS TAHUN 2O2O NOMOR .60
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